KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : PR-DJPU 14 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN PENENTUAN KATEGORI TARIF PAS BANDAR UDARA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Penerbit Pas
Bandar Udara guna menciptakan keseragaman penetapan tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada izin masuk
Daerah Keamanan Terbatas, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman
Penentuan Kategori Tarif Pas Bandar Udara;

1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102);
Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun
2015 sebagaimana diubah dengan PM 167 Tahun 2015
tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke
Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun
2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara
Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Sampai Dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol
Persen) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1343);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2024
tentang Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 210);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 115);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun
2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.



MEMUTUSKAN::
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TENTANG PEDOMAN PENENTUAN KATEGORI TARIF PAS
BANDAR UDARA.

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Penentuan Kategori Tarif Pas Bandar
Udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur
Jenderal ini.

KEDUA : Pedoman Penentuan Kategori Tarif Pas Bandar Udara
sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA sebagai
panduan pelaksanaan bagi Penerbit Pas Bandar Udara dalam
menetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
pada izin masuk daerah keamanan terbatas.

KETIGA : Direktur Keamanan Penerbangan melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 15 September 2025

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Ttd.

LUKMAN F. LAISA
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LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR PR-DJPU 14 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN PENENTUAN KATEGORI
TARIF PAS BANDAR UDARA

BAB 1
PENDAHULUAN

Definisi
Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan :

a.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya
disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi
atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak
langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang
diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan,
yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan
perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran
pendapatan dan belanja negara.

Daerah Keamanan Terbatas adalah daerah-daerah di sisi udara di
Bandar Udara yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi dan
dilakukan langkah-langkah pengendalian keamanan, dimana jalan
masuknya dikendalikan serta dilakukan pemeriksaan keamanan.

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan
batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat Pesawat Udara
mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat
barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi,
yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan Keamanan
Penerbangan,serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Penyelenggara Bandar Udara adalah Unit Penyelenggara Bandar
Udara dan Badan Usaha Bandar Udara.

Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di
Bandar Udara yang bertindak sebagai penyelenggara Bandar Udara,
yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk Bandar
Udara yang belum diusahakan secara komersial.

Badan Usaha Bandar Udara adalah Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia berbentuk
perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya
mengoperasikan Bandar Udara untuk pelayanan umum.

Penyelenggara Angkutan Udara adalah Badan Usaha Angkutan
Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, dan Angkutan Udara
Bukan Niaga.

Badan Usaha Angkutan Udara adalah Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia berbentuk
perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya
mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut
penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
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Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan
udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitrawicara
berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui
oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan udara yang
digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan
untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang
angkutan udara.

k. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat
oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan
melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan
pelayanan penerbangan.

1. Penerbit Pas adalah Kantor Otoritas Bandar Udara, Unit
Penyelenggara Bandar Udara, atau Badan Usaha Bandar Udara di
setiap lokasi Bandar Udara, yang menerbitkan Pas Bandar Udara.

m. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

n. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

o. Direktorat adalah Direktorat yang membidangi keamanan
penerbangan.

p. Direktur adalah Direktur yang membidangi keamanan penerbangan.

q. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

Tujuan

Tujuan ditetapkannya Pedoman Penentuan Kategori Tarif Pas Bandar
Udara, adalah:

a. sebagai pedoman bagi Penerbit Pas Bandar Udara
dalam menentukan kategori tarif Pas Bandar Udara sebagai salah satu
pelayanan jasa transportasi udara yaitu izin masuk Daerah Keamanan
Terbatas;

b. terciptanya keseragaman pengenaan kategori tarif Pas Bandar Udara
yang ditetapkan oleh Penerbit Pas.

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Penentuan Kategori Tarif Pas Bandar Udara,
meliputi:
a. jenis Pas Bandar Udara;

b.

C.

penggolongan tarif Pas Bandar Udara; dan
tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp. 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol
persen).
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BAB II
PAS BANDAR UDARA

Pas Bandar Udara adalah salah satu tanda izin masuk Daerah
Keamanan Terbatas.

Pas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.1,
terdiri atas:

a. Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan; dan

b. Pas Bandar Udara untuk kendaraan.

Pas Bandar Udara untuk orang perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam butir 2.1.2 huruf a, terdiri dari:

a. Pas orang tetap; dan

b. Pas orang sementara (visitor).

Pas orang tetap sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.3 huruf
a, dapat diberikan kepada pegawai/karyawan dari :
a. Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar
Udara;
b. Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara
Asing, dan pemegang sertifikat standar Angkutan Udara
Bukan Niaga;
Badan hukum yang melakukan kegiatan di Bandar Udara;
instansi pemerintah yang melakukan kegiatan pemerintahan
di Bandar Udara; dan
e. anggota komite Bandar Udara meliputi :
1. komite keamanan;
2. komite keselamatan; dan
3. komite Fasilitasi (FAL).
f. Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Organisasi Internasional
(O);
g. Instansi/entitas yang menugaskan petugas protokoler
(perwakilan instansi/entitas) di Bandar Udara untuk
melayani pimpinan.

. 0

Instansi pemerintah yang melakukan kegiatan pemerintahan di

Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.4 huruf d,

meliputi :

a. instansi pemerintah di bidang pembinaan kegiatan
penerbangan;

b. instansi pemerintah di bidang kepabeanan;

c. instansi pemerintah di bidang keimigrasian;

d. instansi pemerintah di bidang kekarantinaan;

e. instansi pemerintah di bidang penyelenggaraan meteorologi,
klimatologi, dan geofisika; dan

f. instansi pemerintah lainnya yang diamanahkan peraturan
perundang-undangan untuk melakukan pengawasan atau
penegakan hukum di Bandar Udara.

Anggota komite Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada
butir 2.1.4 huruf e, merupakan personel pemangku jabatan
anggota komite yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan
Kepala Bandar Udara setempat.
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Instansi/entitas yang menugaskan petugas protokoler
(perwakilan instansi/etitas) di Bandar Udara untuk melayani
pimpinan, meliputi :

Lembaga Tinggi Negara;

Kementerian/Lembaga;

Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Kepolisian Republik Indonesia;

Pemerintah Daerah;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Perwakilan Negara Asing (PNA); dan/atau

Organisasi Internasional.

PR e Ao TP

Pas Bandar Udara untuk kendaraan sebagaimana dimaksud
dalam butir 2.1.2 huruf b terdiri dari:

a. Pas kendaraan tetap; dan

b. Pas kendaraan insidental.

Pas kendaraan tetap sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.8

huruf a, diberikan terhadap kendaraan operasional untuk :

a. supply bahan bakar;

b. catering/stores/supplies;

Cc. perawatan,

d. kebersihan;

e. patroli Bandar Udara dan kegiatan Apron Movement Control
(AMC);

f. pendukung pembangunan dan pengembangan Bandar
Udara;

g. kegiatan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan,
dan instansi pemerintah di bidang penyelenggaraan
meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang berkegiatan di
dalam Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara,;

h. kegiatan penyelenggara angkutan udara dan ground
handling (seperti: flight crew, antar jemput staff, dan antar
jemput penumpang VIP); dan/atau

i. kegiatan pemerintahan di Bandar Udara.

Penerbitan Pas Bandar Udara

v e I |

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Pas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.1

diterbitkan oleh:

a. Kantor Otoritas Bandar Udara; dan/atau

b. Penyelenggara Bandar Udara, untuk bandar udara yang
berada di luar tempat kedudukan lokasi Kantor Otoritas
Bandar Udara.

Proses penerbitan Pas Bandar Udara dapat dilakukan secara

manual atau dengan aplikasi berbasis teknologi informasi

(sistem daring).

Hasil dari proses penerbitan Pas Bandar Udara sebagaimana

dimaksud pada butir 2.2.2 terhadap Pas Bandar Udara untuk

orang perseorangan dikategorikan sebagai berikut:

a. Pas Bandar Udara Manual; dan

b. E-Pas Bandar Udara.

Pas Bandar Udara Manual sebagaimana dimaksud pada

butir 2.2.3 huruf a, merupakan Pas Bandar Udara yang tidak

dilengkapi dengan fitur chip smart card dan hanya dapat dibaca

secara manual.



2.2.5

2.2.6

.

E-Pas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada
butir 2.2.3 huruf b merupakan Pas Bandar Udara yang
dilengkapi dengan fitur chip smart card yang terkoneksi dan
dapat dibaca pada sistem elektronik autogate di access control
Bandar Udara atau dapat dilakukan verifikasi terhadap
keabsahan pemegang dengan menggunakan E-Pas reader yang
terkoneksi secara daring dengan sistem aplikasi database E-Pas.

Penerbitan Pas Bandar Udara dikenakan tarif Pas Bandar Udara
sesuai ketentuan Perundang — undangan yang mengatur terkait
PNBP.
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BAB III
TARIF PAS BANDAR UDARA

3.1 Penggolongan Tarif Pas Bandar Udara

3.1:1

3.1.2

3.1.3

3.14

3.1.5

Jenis tarif penerimaan PNBP dari Izin masuk Daerah Keamanan
Terbatas terdiri dari :

a. E-Pas Bandara; dan

b. Pas Bandar Udara manual.

Kategori tarif E-Pas Bandar Udara dan tarif Pas Bandar Udara
manual sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.1 terdiri dari :
penyelenggara Bandar Udara, navigasi dan penerbangan;
perusahaan terkait dan penunjang penerbangan;

instansi penyelenggara pemerintahan di Bandar Udara;dan
umum.

noop

Kategori tarif penyelenggara Bandar Udara, navigasi dan

penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.2 huruf a

dikenakan terhadap pemohon Pas Bandar Udara yang berasal

dari:

a. Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha
Bandar Udara;

b. Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan
Indonesia (LPPNPI) yang beroperasi di Bandar Udara
setempat;

c. Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan
Udara Asing, dan pemegang sertifikat standar Angkutan
Udara Bukan Niaga yang beroperasi di Bandar Udara
setempat;dan

d. Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Republik
Indonesia (Polri) yang ditugaskan sebagai personel
pengamanan di Bandar Udara setempat (Bawah Kendali
Operasi/BKO).

Kategori tarif perusahaan terkait dan penunjang penerbangan
sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.2 huruf b, dikenakan
terhadap pemohon Pas Bandar Udara yang berasal dari badan
hukum yang melakukan kegiatan di Bandar Udara yang
memiliki Perjanjian Kerjasama langsung dengan Penyelenggara
Bandar Udara atau Penyelenggara Angkutan Udara.

Kategori tarif instansi penyelenggara pemerintahan di Bandar
Udara sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.2 huruf c,
dikenakan terhadap Pemohon Pas Bandar Udara yang berasal
dari:
a. Instansi pemerintah yang memiliki :
1) perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal,
2) kantor kedudukan di Bandar Udara setempat; atau
3) perjanjian kerja sama dengan penyelenggara Bandar
Udara.
b. anggota Komite Bandar Udara yang berasal dari unsur
Instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau
Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
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3.1.6  Kategori tarif umum sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.2

2

ER

huruf d, dikenakan terhadap pemohon yang berasal dari:

a. Instansi pemerintah yang tidak memiliki kantor kedudukan
di Bandar Udara setempat;

b. badan hukum yang tidak memiliki Perjanjian Kerjasama
langsung dengan Penyelenggara Bandar Udara atau
Penyelenggara Angkutan Udara (badan usaha pihak ketiga);

c. Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Organisasi Internasional
(OI);

d. instansi/entitas atau TNI/Polri yang menugaskan petugas
protokoler (perwakilan instansi/etitas) di Bandar Udara
untuk melayani pimpinan.

Pengenaan Tarif atas Jenis PNBP Sampai Dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah)

atau 0% (Nol Persen)

3.2.1 Instansi pemerintah dapat mengajukan tarif atas jenis PNBP
sampai dengan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

3.2.2 Pengajuan tarif atas jenis PNBP sampai dengan sebesar Rp 0,00
(nol rupiah) dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri
yang mengatur mengenai Besaran, Persyaratan dan Tata Cara
Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai
Dengan Rp. 0,00 (Nol Rupiah) Atau 0% (Nol Persen).

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Ttd.

LUKMAN F. LAISA

e,

‘s’ubai dengan aslinya
gian Hukum dan Kerja Sama,
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